ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN
DEFINISI TERORISME
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018)

(Skripsi)

Oleh
SAPHIRA AMELINDA SHALUN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019


http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN
DEFINISI TERORISME
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018)

Oleh

SAPHIRA AMELINDA SHALUN

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu
penguatan landasan hukum yang menjamin pelindungan dan kepastian hukum
dalam pencegahan serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum
masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan
hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah apakah urgensi yang
mengakibatkan perlu disahkan secara cepat perluasan definisi terorisme pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan bagaimanakah kebijakan formulasi
dalam perluasan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2018.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Tim
Ahli DPR Rancangan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 dan Dosen
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan urgensi perlu disahkan
dengan segera perluasan definisi terorisme pada Undang-Undang
Antiterorisme didukung dengan Landasan Sosiologis yakni Terorisme di
Indonesia telah berkembang masif sepanjang tahun 2018 dan
menimbulkan ketakutan masyarakat yang berdampak pada kehidupan
politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat
yang mengakibatkan perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang
Antiterorisme serta perluasan dalam definisi terorisme agar dapat
memberikan ruang lebih luas kepada aparat penegak hukum serta
penanganan secara khusus dalam menangani terorisme. Dalam Perluasan
definisi terorisme adanya kebijakan formulasi ditandai dengan adanya
perubahan serta penambahan dalam Rumusan Tindak Pidana, Rumusan
Kesalahan/Pertanggung Jawaban Pidana serta Rumusan Pidana dan
Pemidanaan berupa perluasan definisi terorisme, perluasan dan
penambahan klasifikasi tindak pidana yang dapat dikatakan tindak pidana
terorisme serta pemberatan dalam hal pemidanaan.

Saran dalam penelitian ini Dengan diadakannya kebijakan formulasi dalam
definisi terorisme diharapkan dapat mengkibatkan aspek pencegahan
menjadi lebih simultan, terencana dan terpadu demi meminimalisasir



Saphira Amelinda Shalun
terjadinya Tindak Pidana Terorisme serta mengedepankan supremasi
hukum dan hak asasi manusia. Perluasan definisi yang mencakup
permasalahan yang lebih luas dan kongkrit sebaiknya menjadikan para
aparat penegak hukum mampu mencegah sejak dini perkembangan
radikalisme dan aksi terorisme secara lebih komprehensif, sehingga
masyarakat terhindar dari pelbagai bentuk teror dan tindakan-tindakan
yang mencemaskan dan merusak

Kata Kunci: Kebijakan formulasi, perluasan definisi, terorisme.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan
kejahatan yang serius serta membahayakan ideologi negara, keamanan
negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan
mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga
pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah,
terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang
atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam
organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan
permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi
mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara

serta perdamaian dunia®

Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan

ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika

! Undang-Undang nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15
Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.



lingkungan strategis pada tataran global dan regional.Kendatipun aksi
terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini
kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor
dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini
merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang

memiliki jejaring transnasional.2

Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan
menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan
paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam
mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan
bahwa dalam mencapai tujuan-tujuannya mereka harus menggunakan cara-
cara yang radikal dan cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan
dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan. Hal inilah
yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding

lurus dengan perkembangan terorisme.

Terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dberarti
penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan
politik.> Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar
biasayang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia
karena telah terjadi aksi terorisme secara berturut-turut di bulan Mei lalu, di

antaranya:

2Muhammad A.S. Hikam, 2016, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia
Membendung Radikalisme, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, him. 33-34
3 , dari https:\\kbbi.kemdikbud.go.id, dikutip (19 Juni 2018),



1. Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88
selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua,
Depok. Dilaporkan, 5 perwira Polri gugur dan 1 napi teroris tewas,
sedangkan 4 perwira Polri luka rawat Rumah Sakit.*

2. Pada 13 Mei 2018, pukul 07.30 wib, terjadi serangkaian bom bunuh diri di
tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku adalah sebuah keluarga yang
terdiri dari ke-2 orang tua dan 4 orang anaknya. Korban jiwa sedikitnya
lima belas orang dan puluhan lainnya luka berat/ ringan serta puluhan
kendaraan hangus terbakar.>

3. Pada 13 Mei 2018, pukul 21.10 wib, sebuah bom meledak di dalam rumah
kediaman teroris, Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur, yang
mengakibat keluarga tersebut tewas 3 orang dan terluka 3 orang.®

4. Pada 14 Mei 2018, pukul 08.50 wib. sebuah bom kembali meledak di
Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur.Korban tewas seluruhnya dari
pelaku berjumlah 4 orang, dan korban luka 6 warga sipil dan 4
polisi.’Semua pelaku yang melakukan rentetan teror bom di Surabaya dan
Sidoarjo ini merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah

(JAD), yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).8

4Asril, Sabrina dan Wahyu Adityo Projo, Kristian Erdianto. 10 Mei 2018 09:13wib, Mako

Brimob Pasca Dikuasai Kembali Polisi Drama  40JamYangKitaTahu
dihttps:\\nasional.kompas.com,dikutip (14Juni 2018).
5-mnmmee- , 13 Mei 2018 13:47wib,KronologiDetikDetikBomBunuhDiriDiGerejaSurabaya di

https:\\surabaya.tribunnews.com, dikutip (14 Juni 2018).

6Taufik, Muhammad.14 Mei 2018 08:29wib, Ledakan Di Rusun Wonocolo Sidoarjo di
https:\\ suryamalang.tribunnews.com,dikutip (14 Juni 2018).

"Musahadah.14 Mei 2018 11:17wib, Detik DetikBomMeledakDiMapolrestabesSurabaya, di
https:\\kaltim.tribunnews.com, dikutip (14 Juni 2018).

8Batubara, Puteranegara. 17 Mei 2018 06:38wib, JadKelompokTerorisPalingAktif
danDominan di Indonesia di https:\\news.okezone.com, dikutip (14 Juni 2018).



5. Pada 16 Mei 2018, pukul 09.05 wib. Mapolda Riau diserang oleh
kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Setidaknya, satu orang
polisi gugur, dua orang polisi luka-luka, dan dua jurnalis luka-luka. Empat
orang teroris tewas tertembak, sedangkan satu orang teroris yang berperan

sebagai pengemudi mobil melarikan diri.®

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja,
sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut
secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau
tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan
fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi
bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara,
integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik

nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan
berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan
ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional.
Tindak Pidana Terorisme akan bergerak lebih masif lagi jika tidak segera
diatasi dan mengancam perdamaian dan keamanannasional. Dalam
pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan,
terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya

Tindak Pidana Terorisme.

Y unas, Muhammad Gustirha. 17 Mei 2018 16:13wib,
KapolriSebutPenyeranganMapoldaRiauTerkaitJaringanJamaahAnsharutDaulahdihttps:\\li
putan6.com, dikutip (14 Juni 2018).



Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu
penguatan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan
dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum
masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap
menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan

hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.
Akhirnya tanggal 25 Mei 2018, Rapat Paripurna DPR Rl mengesahkan
Revisi Undang-undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Antiteroris), yang
sebelumnya sempat mangkrak sejak pembahasan pertama di Panitia Khusus

DPR RI tanggal 12 April 2016. 1°

Mangkrak disebabkan adanya beberapa kendala dalam melakukan revisi UU
Pemberantasan Tindak Terorisme, masalah krusialnya adalah mencapai
kesepakatan mengenai definisi terorisme.Ketua Panitia Khusus (Pansus)
DPR RI, Muhammad Syafii, mengatakan definisi itu adalah pintu masuk

untuk mengatur materi muatan selanjutnya. Menurutnya, ukuran-ukuran dari

©Firdaus,Randy Ferdi.15 Mei 2018 14:29, Menengok Perjalanan Panjang Revisi UU
Antiterorisme Yang Mangkrakdi https:\\Merdeka.com, dikutip(14 Juni 2018).



terorisme itu seharusnya jelas dalam Undang-Undang. Jika tidak, maka

peluang pelanggaran HAM akan terus terbuka.

Definisi Teroris tak ditemukan dalam UU lama. Demikian pula dalam UU
No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme, termasuk pada RUU yang dirumuskan oleh
pemerintah.Pemerintah menginginkan definisi terorisme sesuai Pasal 6
Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Pasal tersebut menyatakan terorisme
adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan atau dengan maksud menimbulkan suasana teror dan
rasa takut menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau
mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis, publik atau fasilitas internasional. Namun, sejumlah fraksi di DPR
meminta agar dalam definisi tersebut ditambahkan frasa motif politik dan

ideologi, sesuai naskah akademik.

Rapat Paripurna DPR Rl mengesahkan Undang-undang (UU) No 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme menjadi Undang-Undang,
dengan definisi terorisme sebagai berikut: Terorisme adalah perbuatan yang
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan
suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban
yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran

terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik

1 Ibid



atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan

keamanan.

Definisi di atas telah mengakomodatifkan ke -2 opsi usulan mengenai
definisi terorisme. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan
skripsi dengan judul: “Analisis Terdapat Kebijakan Formulasi Dalam

Perluasan Definisi Terorisme Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah urgensi perlunya disahkan secara cepat perluasan perbuatan
terrorisme pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

b. Bagaimanakah kebijakan formulasi dalam perluasan definisi terorisme

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

2. Ruang Lingkup

Mengingat sangat luasnya permasalahan yang ada pada undang-undang
yang baru disahkan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penulis membatasi
permasalahan dengan ruang lingkup substansi penelitian adalah hukum

pidana dengan objek penelitian terkait analisis terhadap kebijakan formulasi



dalam perluasan definisi terorisme pada Undang-undang Antiterorisme
Tahun 2018, dengan lokasi penelitian di Jakarta dengan mengandalkan data

tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal),
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research).'?
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan konseptual.'®* Pendekatan ini akan dilakukan dengan
pengkajian secara mendalam terhadap kebijakan formulasi yang
berkembang dan berpengaruh dalam finalisasi perluasan definisi terorisme
pada UU Antiterorisme Tahun 2018. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih
bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsi-kan atau
menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek

yang akan diteliti.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, tujuan yang akan dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui urgensi perlunya disahkan secara cepat perluasan
perbuatan terorisme pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam perluasan definisi terorisme

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Darmadi, Sugianto. 1988, Kedudukan ilmu Hukum dalam Illmu dan Filsafat, Bandung:
Bandar Maju, him. 66.

BMarzuki,Peter Mahmud. 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
him. 133 dan 136.

1450ekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pres, him. 74.



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis serta
pembaca tentang urgensi perlunya disahkan secara cepat perluasan
perbuatan terorisme pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis serta
pembaca tentang kebijakan formulasi dalam perluasan definisi

terorisme dalam Undang-UndangNomor 5 Tahun 2018.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap
relevan oleh peneliti.’®Pada penulisan ini, teori yang digunakan penulis

dalam menjawab permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Formulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian
konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

(pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan,

15Soekanto,Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: Ul Press., him. 124,
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prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha

mencapai sasaran; garis haluan.

Menurut pemerhati hukum, kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang
memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang
memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.Secara
etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat
juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan
dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh
pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang

rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.®

Menurut Mustopadidjaja, kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang
dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau
untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat
dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut,
yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi
pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan
yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi

pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.’

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan

dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu

--------- . 17 Agustus 2014, Pengertian kebijakan menurut para ahlisumber Ali Imron. 2002,
Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara,di https:\\
pengertianahli.id, dikutip(19 Juni 2018).

Ibid.
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tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa
upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan
kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat
penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang
paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat
menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi

dan eksekusi.

Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (penal
policy). Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.Dalam
perumusan suatu Undang-undang tentunya harus melalui suatu proses
kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak
pidana kemudiandijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang
dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena
proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan
kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya

dijatuhkan.8

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-
undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas
dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk

mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa

BArief,Barda Nawawi. 2016,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Remaja
Rosdakarya, him. 32.
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yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang -
undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat
sebagai bagian dari politik hukum pidana.Makna politik hukum pidana itu
sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perundang - undangan yang baik.*® Kebijakan legislatif
merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu

di dalam peraturan perundang - perundangan .

Kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan
formulatif.?’ Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari
keseluruhan proses operasional/fungsionali-sasi dan konkretisasi hukum
pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu ran-cangan
undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik
hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengusahakan
mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan
datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana.
Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan,
karena pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu

langkah kebijakan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

PHamdan, M. 1997, Politik Hukum Pidana, Jakarta:Raja Grafindo Persada, him.6.
DArief, Barda Nawawi, loc.cit, him. 223.
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berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.?*Hal ini dilakukan dan

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan

penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang
dijadikan konsep dari penelitian,sehingga akan memberikan batasan yang
tetap dalam penafsiran, antara lain:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
(sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu
pokok kata berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta
hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.??

b. Kebijakan formulasi adalah sebagai bagian dalam proses kebijakan publik
merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi
kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap kebijakan
formulasitelah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau
program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada
ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi.?®

c. Definisi: penjelasan yang disusun berdasarkan logika formal yang terdiri
tiga unsur. Struktur definisi ini berupa "kelas", "genus”, "pembeda”
(deferensiasi). Ketiga unsur tersebut harus tampak dalam definiens.
Struktur formal diawali dengan klarifikasi, diikuti dengan menentukan

kata yang akan dijadikan definiendium, dilanjutkan dengan menyebut

21Spekanto,Soerjono. 1996, Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta:Ul Press, him. 126.

22Purwadarminta.1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta:Balai Pustaka, him. 75.

2 Wibawa,Samodra. 1994, Kebijakan Formulasi Penysunan Kinerja Pemerintahan.Jakarta:
Sinar Grafika, him. 2.
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genus, dan diakhiri dengan menyebutkan kata-kata atau deskripsi
pembeda. Pembeda harus lengkap dan menyeluruh sehingga benar-benar
menunjukkan pengertian yang sangat khas dan membedakan pengertian
dari kelas yang lain. 2

d. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,
yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang
strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional

dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran
yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai

berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang,
permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum

tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut:kebijakan formulasi dan

2%Widjono.2007, Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Grasindo. him.117-121. Cet. 2.
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latar belakang kebijakan formulasi dalam perluasan definisi terorisme pada

Undang-undang Antiterorisme Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan
masalah, sumber dan jenis data, penentuan sampel pengamat hukum
khususnya di kebijakan formulasi dalam perluasan definisi terorisme pada

Undang-undang Antiterorisme Tahun 2018.

. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang
terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan
maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai opini
pengamat hukum khususnya mengenai kebijakan formulasi pada

perluasan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir penelitiandan
pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitiandan
pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam

penulisan skripsi ini.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun
sudah ada beberapa ahli yang merumuskan dan dirumuskan pula di dalam
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam
menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan
definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut

hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.*

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih
berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan
kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang
bisaditerima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan
sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme

mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.?

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu
dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga

maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

ZAdji, Indriyanto Seno. 2001, Terorisme dan HAM dalam Terorisme, Tragedi Umat Manusia, Jakarta:
0.C. Kaligis & Associates, hIm.17.
%1bid him. 18-19
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a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan

atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri :

1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat
terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan
orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau
keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur
tangan atau menggangu sistem elektronik

2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau
untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari public

3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau
ideologi,

4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan

senjata api dan bahan peledak.

b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan
yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk

teror tehadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan
atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan

terutama untuk tujuan politik.

d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secarasistematis
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dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan
membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang
atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital
yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban,
rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi,

perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

e. Menurut Syed Hussein Alatas, terroris (pengganas) adalah mereka yang
merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan
serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang
salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan
bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat

persengketaan.?’

f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai
tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan
tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan

penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.?

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan
dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah

kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode

2"\Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik.2004, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama,
Hak Asasi Manusia dan Hukum, Jakarta: Rafika Aditama, him. 29-30.
2BAli, Mahrus. 2012, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing, him.2
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berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas,
menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah

dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk
menciptakan ketakutan publik.

b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok
masyarakat tertentu.

c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.

d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara

yang sistematis dan terorganisir.?

B. Pengertian Kebijakan Formulasi

Menurut Fadillah, Kebijakan formulasi publik adalah langkah yang macapaling
awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang
terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan
publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya
kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan
kebijakan formulasi publik ini. Lebih lanjut ditekankan bahwa kebijakan
formulasi publik yang baik adalah kebijakan formulasi publik yang berorientasi
pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan
beranggapan bahwa kebijakan formulasi yang baik itu adalah sebuah uraian

konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak

2%Salam, Moch. Faisal. 2005,Motivasi Tindakan Terorisme, Bandung: Mandar Maju, him.1.
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membumi. Padahal sesungguhnya kebijakan formulasi publik yang baik itu
adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif
solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut.Kendati pada akhirnya uraian yang
dihasilkan itu tidaksepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah
masalah asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah

kebijakan yang ada dilapangan.°

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi adalah proses kebijakan
publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi
kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap kebijakan formulasi telah
selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai
tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan

tahap formulasi.®

Menurut Winarno, kebijakan formulasi sebagai suatu proses, dapat dipandang
dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara
umum apa Yyang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan
diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan
yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses
seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana

keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan

%puytra, Fadillah. 2001,Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
him.49-50.

31 Arief, Barda Nawawi. 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, him.23.
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mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk

menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.3

Menurut M. Hamdan, kebijakan formulasi adalah suatu kumpulan keputusan
yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha
memilih tujuan - tujuan dan cara untuk mencapai tujuan - tujuan itu.
Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut
keputusan - keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh

lapisan masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) .Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang - undangan yang baik,
untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk
membuat peraturan - peraturan yang dikehendaki untuk mengekpresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita -
citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang - undang (badan legislatif).
Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik

hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti

32\Winarno.1989,Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, him.53.
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bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang -

undangan yang baik.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan
merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang - perundangan.Oleh karena
itu, kebijakan legislatif  sering juga disebut dengan istilah kebijakan

formulatif.23

Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses
operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan
formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang - undang merupakan
bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan
politik hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan
perundangan - perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi
pada suatu waktu dan masa - masa yang akan datang sekaligus melakukan
pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus
dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan

itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

33 Arief, Barda Nawawi.loc.cit, him.223.
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Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan

kebijakan sebagai berikut :34

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah - masalah
sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional.

2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi

hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

mencapai apa yang dicita-citakan.\

3Arief, Barda Nawawi.loc.cit, him.28.
%Sudarto. 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni Bandung, him.23.
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Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana
berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk
masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut

mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Pada pengertian kebijakan, dilihat dari kebijakan hukum pidana sering disebut
sebagai politik hukum pidana. Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai
kebijakan yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan yang akan
ditetapkan dan dibuat sebagai acuan kepada kebijakan publik (Tabel 1) yang

mengacu kepada ketentuan hukum pidananya.

Tabel | Proses Kebijakan Publik

FASE KARAKTERISTIK
PENYUSUNAN Para pejabat yang dipilih dan diangkat
AGENDA menempatkan masalah pada agenda publik.

Banyak masalah tidak disentuh sama sekali

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

KEBIJAKAN Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan
FORMULASI untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan
melihat perlunya membuat perintah eksekutif,

keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
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ADOPSI Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan

KEBIJAKAN dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus
diantara direktur lembaga atau keputusan
peradilan.

IMPLEMENTASI Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

KEBIJAKAN oleh unit-unit administrasi yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan
manusia.

PENILAIAN Unit-unit pemeriksanaan dan akuntansi dalam

KEBIJAKAN pemerintahan menentukan apakah badan-badan

eksekutif. Legislatif, dan peradilan memenuhi
persyaratan undang-undang dalam pembuatan

kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sumber : William N. Dunn, 2000:24. (penjelasan hal. 25)

C. Macam-macam Definisi Terorisme

Konvensi Melawan Terorisme Internasional yang diadopsi oleh OKI pada 1999

mendefinisikan terorisme sebagai “tilatarndak kekerasan atau ancaman secara

invididual atau kelompok dengan tujuan meneror orang-orang atau mengancam

untuk melukai mereka atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan,

keamanan, atau hak-hak mereka, atau membuat kerusakan, menduduki, atau

merebut fasilitas publik atau properti pribadi, atau membahayakan sumber daya
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nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, persatuan

teritorial, kesatuan politik, atau kedaulatan negara”

Hukum Amerika Serikat (US Code) mendefinisikan terorisme internasional
sebagai aksi penggunaan kekerasan atau aksi yang membahayakan hidup
manusia, dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil,
memengaruhi kebijakan pemerintahan, atau memengaruhi Kkepemimpinan

pemerintahan, dan terjadi utamanya di luar AS atau melintasi batas negara. 3¢

Mesir, dalam Undang-Undang Nomor 95 tentang Melawan Terorisme tahun
2015, mendefinisikan terorisme sebagai aksi penggunaan kekuatan atau
kekerasan atau ancaman atau teror yang bertujuan mengacaukan tatanan
masyarakat atau membahayakan keamanan, membahayakan kepentingan, atau
membahayakan keamanan masyarakat; merusak kebebasan individual atau hak;
merusak persatuan bangsa, perdamaian, keamanan, dan lingkungan atau
gedung-gedung dan properti; merintangi otoritas publik, lembaga penegak
hukum, fasilitas pemerintahan, dan yang lainnya dari jalannya aktivitas dan

pekerjaan.

Rusia, dalam Undang-Undang 36-FZ Tahun 2006, mendefinisikan terorisme
sebagai ideologi kekerasan dan praktik memengaruhi adopsi dari keputusan
oleh otoritas publik, pemerintah daerah, atau organisasi internasional, menakut-

nakuti masyarakat, dan atau bentuk kekerasan lain yang melanggar hukum.

%Damarjati, Danu. 22 Mei 2018, 05:15 WIB, Ini Definisi Terorisme di Dunia Bagaimana dengan
Indonesia di https://news.detik.com, dikutip (24 Juli 2018).
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China, dalam Keputusan tentang Isu Terkait Kerja Penguatan Antiterorisme
Tahun 2003, mendefinisikan terorisme sebagai aktivitas yang secara parah
membahayakan masyarakat yang bertujuan menciptakan teror di masyarakat,
membahayakan keamanan publik, atau mengancam alat negara dan organisasi
internasional dengan cara menggunakan kekerasan, sabotase, intimidasi, dan
metode lain, yang mengakibatkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan
korban manusia, kerugian harta-benda, merusak infrastruktur publik, dan
kekacauan tatanan sosial, termasuk juga aktivitas yang menghasut, mendanai,

atau menyertai pelaksanaan aktivitas itu.

Uni Eropa, berdasarkan Council Common Position 2001/931/CFSP dan
Council Framework Decision 2002/475/JHA, serangan teroris didefinisikan
sebagai aksi yang dilakukan bertujuan 'mengintimidasi populasi secara serius',
'sangat memaksa pemerintahan atau organisasi internasional untuk bertindak
atau abstain dari langkah apapun’, atau 'secara serius mendestabilisasi atau
menghancurkan struktur politik, konstitusi, ekonomi, atau struktur sosial dari

negara atau dari organisasi internasional’.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) menerbitkan laporannya
terkait legislasi undang-undang soal terorisme di berbagai negara, bertajuk
'Menyelaraskan Keamanan dengan Ruang Sipil', dimutakhirkan pada Februari

2018.Berikut adalah definisi terorisme yang diambil dari laporan itu.

Inggris, pada Undang-Undang Terorisme Tahun 2001, mendefinisikan aksi

terorisme sebagai penggunaan atau ancaman aksi yang ditujukan untuk
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memengaruhi pemerintahan atau mengintimidasi publik atau bagian dari publik,
penggunaan ancaman untuk mewujudkan tujuan politik, religius, atau ideologi.
Kedua, aksi terorisme meliputi kekerasan serius terhadap seseorang, kerusakan
serius terhadap properti, membahayakan nyawa seseorang, menciptakan risiko
serius terhadap kesehatan atau keamanan publik atau bagian dari publik, atau
aksi yang ditujukan untuk mengintervensi secara serius dengan atau merusak

sistem elektronik.

Malaysia, pada Hukum Pidana 2015, mendefinisikan terorisme sebagai aksi
atau ancaman dalam atau melintasi Malaysia.Aksi itu dilakukan untuk
mewujudkan tujuan politik, religius, atau ideologi. Aksi itu dimaksudkan untuk
untuk mengintimidasi publik atau bagian dari publik, memengaruhi
pemerintahan Malaysia atau Pemerintahan Negara Bagian Malaysia, atau
pemerintahan lainnya, atau organisasi internasional . Aksi terorisme juga adalah
aksi yang menyebabkan cedera serius, membahayakan nyawa seseorang,
menyebabkan kematian, menyebabkan risiko kesehatan atau keamanan publik
atau bagian publik, termasuk menyebabkan kerusakan properti, termasuk juga

penggunaan persenjataan, bahan peledak, atau peralatan berbahaya lainnya.

Facebook,.Wakil Presiden Manajemen Kebijakan Global Facebook Monika
Bickert dan Kepala Global Kebijakan Kontraterorisme Brian Fishman
menuliskan di newsroom Facebook, 23 April 2018."Kami mendefinisikan
organisasi teroris sebagai 'Semua organisasi non-pemerintahan yang melakukan

aksi  kekerasan terencana melawan orang-orang atau properti untuk
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mengintimidasi masyarakat sipil, pemerintah, atau organisasi internasional

supaya mencapai tujuan politik, religius, atau ideologis',” demikian kata mereka

soal definisi terorisme menurut Facebook.

Tanggal 25 Mei 2018, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Revisi Undang-
undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme,

dengan definisi terorisme sebagai berikut:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang
dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis,
lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif

ideologi, atau politik atau gangguan keamanan.

Berikut adalah kebijakan formulasi definisi terorisme dalam lembaran

tertanggal 10 April 2018 ini: ¥

SURAT PANGLIMA TNI (No. B/9/1/2018 tgl 8 Januari 2018)

Terorisme adalah kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara,
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan
keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif
lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat

nasional dan/atau internasional.

3"lbrahim, Gibran Maulana. 21 Mei 2018, 22:49 WIB, Ini Definisi Terorisme Menurut Kapolri hingga
Panglima TNI di https://news.detik.com/berita/4031777/, dikutip (24 Juli 2018).
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SURAT MENHAN RI (Nomor B/2033/M/X1/2016 tgl 23 November 2016)
Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok
secara terorganisir dan sistematis, menggunakan kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan baik bersenjata atau menggunakan sarana dan prasarana lainnya
secara sistemik untuk memaksakan kehendak, tujuan dan/atau kepentingannya,
dengan motivasi, latar belakang, atau tujuan untuk mengubah dan/atau
menimbulkan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan di bidang ideologi,
politik,ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan ketertiban masyarakat umum
yang berdampak kepada keamanan nasional sehingga mengakibatkan hilangnya
kemerdekaan, nyawa, harta benda, dan/atau menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap obyek-obyek vital dan infrastruktur informasi strategis,
lingkungan hidup, fasilitas umum, dan/atau fasilitas internasional, sehingga
dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan
dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime
against humanity serta berdampak terhadap kepentingan nasional Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi keutuhan wilayah, kedaulatan

nasional, dan keselamatan segenap bangsa.

SURAT MENKOPOLHUKAM RI (Nomor B-22/Menko/Polhukam/De-
IV/HN.01.1/2/2017 tgl 3 Februari 2017)

Terorisme adalah kejahatan terhadap negara (crimes against state) yang
mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,
keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa baik yang dilakukan

perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional maupun internasional.
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SURAT KAPOLRI (No. B/5830/X1/2016 tgl 23 November 2016)
1. Terorisme adalah kejahatan terhadap negara
2. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

sasaran sipil (non-kombatan) dengan motif ideologi atau politik

USULAN PROF MULADI 10 April 2018

Segala bentuk tindakan seseorang (teroris) yang merupakan tindak pidana, yang
dilakukan dengan sengaja dan terencana, berupa kekerasan atau ancaman
kekerasan, yang dilakukan secara acak, bertujuan untuk menimbulkan ketakutan
atau kegelisahan yang bersifat luas, disertai dengan motif ideologi atau politik
tertentu dan mengakibatkan timbulnya korban yang bersifat massal terhadap
orang-orang yang tidak bersalah dan atau mengakibatkan kehancuran obyek-

obyek vital yang strategis atau fasilitas publik atau lingkungan hidup.

DENSUS 88, 10 April 2018, belum sepakat apabila terorisme didefinisikan
sebagai aksi yang memuat tujuan politik walaupun Kapolri setuju terhadap

definisi terorisme sebagai aksi yang memuat tujuan politik.

Pada tanggal 23 Mei 2018, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,
berlangsung rapat pembahasan Antiterorisme yang dihadiri oleh Panitia kerja
(Panja) Pemerintah dan Panja Tim ahli DPR. Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih, menyampaikan bahwa
Pemerintah menginginkan definisi terorisme sesuai Pasal 6 RUU Antiterorisme.
Pasal tersebut menyatakan terorisme adalah segala perbuatan yang dengan

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan maksud
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menimbulkan suasana teror dan rasa takut menimbulkan korban yang bersifat
massal, dan atau mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap obyek-obyek
vital yang strategis, publik atau fasilitas internasional. Namun, 7 dari 10 fraksi
di DPR meminta agar dalam definisi tersebut ditambahkan frasa motif politik
dan ideologi, sesuai naskah akademik.%®Setelah rapat Pansus RUU
Antiterorisme di skors, Pemerintah menawarkan dua alternatif definisi terorisme

versi baru, versi yang mengakomodasi pilihan mayoritas fraksi, yakni:

Alternatif 1

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang
dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan atau menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Alternatif 2 (hasil musyawarah mufakat)

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang
dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis,
lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif

ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

BMaharani, Tsarina.23 Mei 2018, 15:01 WIB, Susun Ulang 2 Definisi Terorisme Pemerintah
Masukkan Motif Politik di https://news.detik.com, dikutip (24 Juli 2019).
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Sebelum rapat diskors dukungan hanya diperoleh dari 3 fraksi, setelah diskors
dukungan menjadi 10 fraksi. Akhirnya Panja menyepakati definisi Alternatif 2
dengan catatan tanpa kata ‘negara’ dibelakangnya, agar yang dimaksud adalah
gangguan keamanan negara secara umum tidak dipersempit maknanya oleh kata
‘negara’. Keesokan paginya, tanggal 25 Mei 2018, rapat paripurna DPR masa
persidangan ke-V tahun 2018 dengan dihadiri hanya oleh 136 anggota DPR dari
total anggota 560 orang, melakukan sidang Pengesahan Revisi UU Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

undang.*

A.Tinjauan Umum Latar Belakang Kebijakan Formulasi Perluasan

Definisi Terorisme

Definisi teroris yang diusulkan pemerintah awalnya tidak memuat rumusan
tentang motif atau tujuan terorisme, sehingga sulit untuk membedakan antara
terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan kejahatan

(13

biasa.Oleh karena itu, mereka mengusulkan rumusan tambahan “... dengan
tujuan politik dan ideologi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap

keamanan negara.”

Rumusan tambahan tersebut diperlukan dalam rangka meminimalisasi potensi
kesewenangan penegak hukum. Di lain pihak, pemerintah dan beberapa fraksi
memandang tak perlu ada unsur motif politik dan ideologi dalam definisi

terorisme. Beberapa di antara mereka bahkan berpendapat pencantuman definisi

--------------- .25 Mei 2018,11:01wib, 424 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Pengesahan RUU

Antiterorisme di https://kumparan.com/@kumparannews/, dikutip (24 Juli 2018).
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tidak diperlukan karena akan mempersempit ruang gerak Polri dalam mencegah

dan menangani terorisme.

Problem seputar definisi terorisme memang selalu menjadi fokus perdebatan
sengit pada level domestik dan internasional. Hal itu terjadi karena terorisme
merupakan sebuah “konsep yang diperebutkan” (contested concept), sehingga
tidak ada konsensus mengenai definisi terorisme yang diterima secara umum

dan universal.

Dalam berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah, paling tidak terdapat
empat poin perbedaan dalam mendefinisikan terorisme.Pertama, tidak ada
konsensus mengenai subjek yang mempraktikkan terorisme; apakah hanya aktor
individual/swasta (non-state terrorism) atau mencakup pula aktor negara (state
terrorism)?Kedua, terdapat ketidaksepakatan tentang objek yang menjadi target
ancaman atau kekerasan terorisme; apakah setiap orang atau hanya terbatas
pada warga sipil?Ketiga, terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah setiap
jenis kekerasan dapat dikategorikan sebagai terorisme atau hanya kekerasan
tertentu yang dilakukan dalam kondisi tertentu—~beberapa penulis menyebutnya
dengan istilah “kekerasan yang tidak sah” (illegitimate violence).Keempat,
terdapat perbedaan mengenai unsur subjektif (subjective element) yang
dipersyaratkan untuk menentukan suatu kejahatan sebagai tindak pidana

terorisme.

Dari keempat poin tersebut, perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait

pencantuman frasa “motif politik dan ideologi” pada dasarnya berkisar pada
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masalah penetapan unsur subjektif dalam tindak pidana terorisme. Unsur
subjektif ini dianggap penting karena niat tertentu yang menyertai tindakan
nyata pelaku merupakan hal yang membuat pembunuhan, pemboman, atau

serangan teroris berbeda dari kejahatan biasa dari jenis yang sama.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa teroris biasanya mengejar tiga tujuan
rangkap, yakni: (1) mereka memiliki niat ‘normal” untuk melakukan kejahatan
dasar seperti pembunuhan, pemboman, penyerangan, dan sebagainya; (2)
mereka bermaksud untuk mengintimidasi suatu kelompok atau penduduk secara
keseluruhan dan/atau memaksa orang lain untuk melakukan tindakan tertentu;
dan (3) mereka memiliki motif politik atau ideologi tersembunyi, misalnya
untuk mendestabilisasi pemerintahan atau menggulingkan agama atau ideologi

saingan.

Berbagai instrumen hukum nasional dan internasional cenderung berbeda dalam
hal memasukkan semua atau hanya beberapa unsur subjektif dalam tindak
pidana terorisme.Salah satu negara yang memasukkan ketiga unsur subjektif

tersebut adalah Inggris, sebagaimana dapat dilihat dalam Terrorism Act 2000.

Namun kebanyakan negara atau organisasi internasional tidak demikian.
Meskipun kehadiran motif politik tersembunyi merupakan salah satu unsur yang
mencirikan pelaku terorisme dan membedakan mereka dari pelaku kejahatan
serupa, misalnya kejahatan terorganisir (organized crime) yang biasanya
dilakukan untuk meraih keuntungan materi, definisi terorisme dalam

kebanyakan undang-undang nasional dan konvensi internasional tidak
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mempersyaratkan unsur “tujuan politik dan ideologi”, dengan alasan bahwa
motif tersembunyi tersebut bersifat imaterial. Biasanya, unsur subjektif yang
dipersyaratkan hanyalah niat aktor untuk mengintimidasi atau memaksa. Ini
antara lain dapat dilihat dalam U.S Code § 2331, EU Framework Decision on

Terrorism.

1. Latar Belakang Penolakan Frasa Politik Dan Ideologi Dalam Definisi

Terorisme.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM,
Enny Nurbaningsih, mengatakan, pemerintah menginginkan agar motif politik
dan ideologi tak masuk dalam batang tubuh definisi dalam Undang-undang
Antiterorisme.Enny mengatakan, pemerintah beralasan tak ingin mempersempit
ruang gerak penegak hukum dalam menindak pelaku terorisme.la menjelaskan,
jika frasa motif politik dan ideologi dimasukan dalam batang tubuh pasal
definisi, maka penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan tindak
pidana terorisme. "Pada saat diminta dimasukkan di situ, aparat penegak hukum
keberatan, apa makna tujuan politik atau ideologi itu, apa batasannya? Kalau
nanti pada saat kami (aparat) menangkap, ternyata tidak ada bukti bahwa dia
ada kaitan dengan tujuan ideologi atau politik, berarti kita lepaskan mereka, tak
bisa kita gunakan UU Terorisme," kata Enny

Sebab, lanjut dia, bisa saja tersangka pelaku terorisme berdalih tak memiliki
motif politik dan ideologi saat beraksi. "Kalau dituntut harus masuk dalam

unsur delik itu yang repot dalam pembuktiannya. Apa sih unsur tujuan politik,
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apa unsur tujuan ideologi? Nah, itu agak kesulitan (dalam pembuktian),” kata
Enny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).la
mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya memperjuangkan usulan

tersebut kepada DPR.

Terlebih, lanjut Enny, dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi rujukan, definisi
terorisme tak mencakup motif politik dan ideologi. "Sementara definisi yang
kami rumuskan dalam usulan itu adalah definisi yang kami angkat dari pasal 6
dan 7 undang-undang existing yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2003," lanjut
Enny.*°Anggota Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme dari fraksi
PDIP, Risa Mariska menjelaskan alasan fraksinya menolak adanya frasa motif
politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam batang tubuh definisi

terorisme.

Dalam rapat yang digelar tim Perumus Pansus RUU Terorisme tentang
pembahasan definisi itu, ia mengatakan bahwa motif tersebut tidak selalu
menjadi latar belakang seseorang melakukan tindakan terorisme.Bisa saja aksi
teror dilakukan dengan landasan faktor lainnya, misalnya motif ekonomi."Tidak
melulu hanya motif ideologi, politik, yang menyebabkan tindak pidana
terorisme terjadi, bahkan ada motif ekonomi," ujar Risa, di Kompleks Parlemen

Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).4

40Hakim, Rakhmat Nur.23/05/2018, 13:17 WIB, Ini Alasan Pemerintah Tak Ingin Ada Motif Politik
dalam Definisi Terorisme di https://nasional.kompas.com/, dikutip (24 Juli 2018).

41 Sudrajat, Aryo Bhawono.15 Mei 2018, 08:15 WIB, Pembahasan Revisi UU Terorisme Masih
Terhambat Definisi di https://news.detik.com/, dikutip (24 Juli 2018).
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2. Latar Belakang Penerimaan Frasa Politik, Ideologi dan Gangguan

Keamanan Dalam Definisi Terorisme.

Dalam rapat yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR, Rabu (23/5), anggota
Panitia Khusus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Arsul Sani mengusulkan supaya dalam definisi terorisme tersebut dimasukkan
frase motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*?Arsul menambahkan
frase tiga jenis motif itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif.Jadi penegak
hukum tidak mesti mencari ketiga motif itu dari pelaku serangan teror, cukup

salah satunya saja.

"Kami melihat kalau frase itu dimasukkan asal rumusannya alternatif bukan
kumulatif soal motifnya, ini tidak akan membatasi atau menyulitkan kerja-kerja
proses hukum yang dilakukan penegak hukum di lapangan,” kata Arsul.Wakil
Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme Supiadin  Aries Saputra
mengingatkan dalam rapat terakhir sebelum reses, disepakati untuk
memasukkan frase motif ideologi, politik, dan ancaman keamanan dalam
definisi terorisme.Menurut politikus dari Partai Nasional Demokrat ini, ketiga
frase ini dalam definisi terorisme dapat menjadi hal yang membedakan antara

kejahatan teroris dengan pidana biasa.

42 Wardah, Fathiyah. 24 Mei 2018, Pemerintah akan Putuskan Definisi Terorisme di
https://www.voaindonesia.com/, dikutip (24 Jui 2018).
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Supiadin mencontohkan penembakan yang dilakukan seorang pelajar Amerika
di SMA di Santa Fe, Texas, pekan lalu, yang menewaskan sepuluh orang. Pihak
keamanan di sana tidak menyatakan kejadian itu sebagai kejahatan terorisme
tapi kiriminal biasa. "Ternyata Amerika juga mengatakan itu bukan teroris, itu
kriminal biasa.Pasti penyebabnya adalah dia tidak punya motif politik, tidak ada
tujuan ideologi, tidak ada ancaman terhadap gangguan keamanan,” ujar

Supiadin.

Namun, lanjut Supiadin, seperti dalam pasal yang sudah diputuskan pada RUU
Antiterorisme, seseorang yang memang dipastikan terlibat dalam jaringan
teroris menghasut orang untuk melakukan serangan teror, bisa langsung
ditangkap.Alasannya, karena dia memang memiliki jaringan teroris, punya
motif, dan itulah awal dari ancaman terhadap gangguan keamanan. Ketua
Panitia Khusus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii menekankan pentingnya
memasukkan tiga motif: ideologi, politik, dan gangguan keamanan dalam
definisi terorisme, sehingga dapat menjadi hal yang membedakan jenis

kejahatan ini dengan kejahatan biasa.

Syafii mengatakan definisi tersebut harus membuat batasan-batasan yang sangat
jelas tentang apa itu terorisme. Jadi aparat keamanan tidak dapat sembarangan
menangkap dan menahan orang dengan tudingan teroris.Sebaliknya,
penambahan frasa itu untuk memberikan batasan supaya tidak terjadi abuse of

power oleh penegak hukum setelah undang-undang ini disahkan.**"Karena ISIS

4“Ridhoi, M. Ahsan. 25 Mei 2018, Debat Alot Definisi Sebelum RUU Terorisme Disahkan di
https://itirto.id/, dikutip (24 Juli 2018).
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itu kan ingin mendirikan negara Islam segala macam.Nah, ini kan kalau

menyangkut tentang negara itu kan politik," tutur Syarif.**

Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putera Sidin mengatakan frasa motif
ideologi dan politik dalam definisi terorisme merupakan bagian dari norma
hukum. Oleh karena norma hukum sehingga tidak bisa hanya dimasukkan di
bab penjelasan. Jika frasa motif ideologi dan politik dimasukkan hanya
dipenjelasan, dapat menimbulkan inkonsistusinal norma dengan yang ada di
batang tubuhnya, karena terjadi penambahan norma. Hal ini dapat
mengakibatkan ketidakpastian norma dan kekacauan norma. Sehingga produk

DPR dan pemerintah itu bisa dikatakan lemah di Mahkamah Konstitusi nanti".*®

“lbrahim, Gibran Maulana dan Tsarina Maharani.19 Mei 2018, 08:40 WIB, Polemik-Definisi-
Terorisme Pemerintah VS DPR di https://news.detik.com/berita/,dikutip (24 Juli 2018).

“Mardiansyah, Whisnu. 24 May 2018 13:26 WIB, Pengamat Definisi Terorisme Tak Bisa Dimasuk-
kan Dipenjelasan di http://news.metrotvnews.com, dikutip (24 Juli 2018).



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatakan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah,
norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan
perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti.

2) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpukan data primer
yang diperoleh secaral angsung melalu penelitian terhadap objek penelitian
dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini.
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B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh

langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek
penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti
dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari

praktisi hukum dan pihak terkait lainnya

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam
penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian
pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-
literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian

ini.

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagais umber data
utamanya. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan
siap terbuat (ready made) yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi
kepustakaan (Library Research) dengan cara membaca, menelaah, mencatat,
menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-
ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang

diteliti:
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1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta
peraturan pelaksanaannya, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan,
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di
lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan
Akademisi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diseleksi, dan dievaluasi untuk

kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum testier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer

dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjukm mengenai
gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengans esuatu peristiwa.*®Pada tahap
ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan
terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitianini

antara lain:

48Singarimbum, Mastri, dkk.1988, MetodePenelitian Survey, Jakarta:LP3ES, him.152.



44

A. Anggota Tim Ahli pihak DPR RUU Antiterorisme : 1 orang

B. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2

macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (library research)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literature
terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip,
menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam
proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan

dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (Field Research).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data
dilakukan secara open in deepth intercieving (wawancara terbuka dan mendalam)
dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada

saat penelitian berlangsung.
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2) Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan

data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Seleksi Data
Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta

relevansinya terhadap penelitian

b) Klasifikasi Data
Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh

baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c) Sistematisasi Data
Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang

telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil
penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan
memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut
kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu

metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk
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kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Urgensi perlu disahkan dengan segera perluasan definisi terorisme pada
Undang-Undang Antiterorisme didukung dengan Landasan Sosiologis yakni
Terorisme di Indonesia telah berkembang masif sepanjang tahun 2018 dan
menimbulkan ketakutan masyarakat yang berdampak pada kehidupan politik,
ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat yang
mengakibatkan perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Antiterorisme
serta perluasan dalam definisi terorisme agar dapat memberikan ruang lebih
luas kepada aparat penegak hukum serta penanganan secara khusus dalam
menangani terorisme.

2.Perluasan definisi terorisme adanya kebijakan formulasi ditandai dengan
adanya perubahan serta penambahan dalam rumusan tindak pidana, rumusan
kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta rumusan pidana dan pemidanaan
berupa perluasan definisi terorisme, perluasan dan penambahan klasifikasi
tindak pidana yang dapat dikatakan tindak pidana terorisme serta pemberatan

dalam hal pemidanaan.
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B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dengan disahkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana terorisme dengan adanya perluasan definisi terorisme sebaiknya :

1. Dengan diadakannya perluasan definisi yang mencakup batasan-batasan
tentang apa yang dimaksud dengan terorisme dengan lebih jelas dan
kongkrit, sebaiknya para aparat penegak hukum mampu mencegah sejak
dini perkembangan radikalisme dan aksi terorisme secara lebih
komprehensif, sehingga masyarakat terhindar dari berbagai bentuk teror dan
tindakan-tindakan yang mencemaskan dan merusak.

2. Dengan diadakannya kebijakan formulasi dalam definisi terorisme
diharapkan dapat mengkibatkan aspek pencegahan menjadi lebih simultan,
terencana dan terpadu demi meminimalisasir terjadinya Tindak Pidana
Terorisme dengan tidak lupa mengedepankan supremasi hukum dan hak

asasi manusia.
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